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PUTUSAN
Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Tgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
Wiraswasta, tempat Kabupaten Pringsewu,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya
tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanggamus, dengan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 1999, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan
sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: 837/017/11/1999, tanggal 28 Januari 1999;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan

jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
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3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat, selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah
milik Tergugat, sampai bulan Mei 2013;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan
dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Arya Abinata bin Marjono, umur 17 tahun;

2. Marta Sasmita bin Marjono, umur 15 tahun;

3. Lintang Ayu Puspa Merduani binti Marjono, umur 11 tahun

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun
sejak bulan April 1999 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan
pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang
jelas;

b. Tergugat suka berjudi, meskipun telah dinasihati agar menghentikan
kebiasaannya, namun Tergugattidak mau merubah perilakunya;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut
bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab
pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar
demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 karena
terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan tindak
kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul dan sering mengusir
Penggugat, Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat tanpa
alasan yang jelas dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah baik lahir
maupun bathin, karenanya, sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat
sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang

tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
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8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah
diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa
rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam
keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap
bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cg. Majelis Hakim agar dapat
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurutperaturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa
tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang
terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan ada
perubahan atau tambahan sebagaimanatermasuk dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti suratsebagai berikut :
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a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1810085407720002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pringsewu tertanggal 09 Agustus 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian
Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut,
ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1)
dengan tinta warna hitam;

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 837/017/1/1999 atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten
Pringsewu tanggal 28 Januari 1999, yang telah dinazegelen. Kemudian
Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut,
ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2)
dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi sebagai berikut :

1. Budi Waskito bin M. Sujadi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita
acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal Penggugatdan Tergugat karena saksi adalah paman
Penggugat;

— Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat,
namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;

— Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan
sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

— Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, namun menurut cerita Penggugat rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lima bulan setelah pernikahan,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugatdan Tergugat bertengkar,
namun saksi pernah diminta untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat setelah Penggugatdan Tergugatbertengkar;
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— Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam untuk
berjudi, Tergugat juga memiliki sifat cemburu dan sudah tidak pernah lagi
memberikan nafkah lahir dan batin;

— Bahwa sejak Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama lagi, Penggugat pulang dan tinggal dengan orang
tuanya karena tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat,
sedangkan Tergugattetap tinggal di rumah Tergugat;

— Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang
menjemput Penggugat;

— Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun
tidak berhasil;

2. Wiji Astuti binti Prayitno, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita
acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
keponakan Penggugat;

— Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat,
namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;

— Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan
sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

— Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun setelah empatbulan menikah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

— Bahwa saksi sering melihat Penggugatdan Tergugat bertengkar;

— Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sering keluar malam untuk berjudi;

— Bahwa sejak Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

tinggal bersama lagi, Penggugat pulang dan tinggal dengan orang
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tuanya karena tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat,

sedangkan Tergugattetap tinggal di rumah Tergugat;

— Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang
menjemput Penggugat;

— Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha perdamaian yang
dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah
memberikan nasehatkepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya
serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara
yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf(a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhirdengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan,
Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan
pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syaratformil dan
materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah
sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat diterima

sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-
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undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima
dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat
tidak hadir serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,
maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang
menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149
ayat (1) Rbg., maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek). Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang
terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi
atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dengan menganjurkan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan mana dijatuhkan dengan tidak hadirnya
Tergugat maka secara formal dapat dianggap bahwa hak jawab Tergugat
menjadi gugur dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, hal ini sejalan
dengan dalil dalam kitab Ahkamul Quran Juz |l halaman 405 yang diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim:

Adaa Y alds sed gl Gl B8 e Sl ) e (0

Artinya: “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan

tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak
jawabnya menjadi gugur*“

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang

menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk
Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 0293/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara khusus (Lex Specialis) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan
tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karenaitu
Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk
mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang
masing-masing bernama Budi Waskito bin M. Sujadi dan Puji Astuti binti Prayitno;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk
adalah sebagai conditio sine quanon, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu
dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna
dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat
bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa
dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar
keterangannya, sehingga saksi-saki tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat
yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan
Tergugat hanya mengetahui Penggugatdan Tergugat sudah pisah rumah sejak

bulan Mei 2013 tanpa mengetahui sebab pisahnya Penggugatdan Tergugat;
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Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat tersebut
hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu
adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (vreem de ooezaak) timbulnya
perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi
perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi
Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi mahkamah
Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari
apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan Penggugat, dan saksi tersebut juga dapat menjelaskan
mengenenai penyebab (vreem de oorzaak) dan akibat hukum (rechts gevolg),
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah
memenuhi ketentuan syaratformil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian
yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht) dan
berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti
saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai
kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan
Penggugattentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh alat
bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Tanggamus;

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, yang menikah bulan tahun

1999, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat, kemudian tinggal di tinggal di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat

disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam hanya
untuk berjudi;

- Bahwa Penggugatdan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Mei 2013 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai
lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespaalt), sehingga telah sulit bagi
Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk
mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi
dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-
Rumayat 21 yang berbunyi:

8 O ey 58350 oSi Jea g Leall | Sl 51 aSuidil (0 oS GA ) 4l 010

(O R 58l Y el

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benarterdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan
salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk
hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk
bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan
apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga
akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan),

diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah
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pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan
tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap
kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fighiyyah yang tercantum
dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi :

szl
Artinya: “ Kemudharatan itu harus dihilangkan”
Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugatdan
Tegugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebutadalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal (scheiding van tafel end bed) selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, serta
upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis
Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah
merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan
akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, di mana Penggugat
sudah sangat membenci Tergugat, oleh karenanya hal ini sejalan dengan
norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

lalls oo 8l e (3l Lga g 3 A gl A ) axe 3G
Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya
disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya,

sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan
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Penggugat mengenai thalak satu ba’in sughra tersebut memenuhi Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhirdengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkaraini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat );

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten

Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18
Syakban 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus
yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman
Fathoni, S.H.l., M.Si. dan Maswari, S.H.l.,M.H.Il. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, didampingi Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ade Firman Fathoni, S.H.l.,M.H.I. A. Mahfudin, S.Ag, MH
Hakim Anggota,

Maswari, S.H.[.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biayapendaftaran Rp. 30.000,-
2. BiayaProses/ATK Rp. 50.000,-
3. Biayapanggilan Rp. 510.000,-
4. Biayaredaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp.  6.000,-

JUMLAH Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)
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